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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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a

c

b

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungiawab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Kalurahan;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Talrun Anggaran 2O24 terrnuat dalam Peraturan

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan,

e{isensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan

landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

malrrnur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2024.

Menimbang



Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk

Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon

Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah

Istimewa Jogiakarta menjadi satu Kabupaten dengan

Nama Kulon Progo;

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2072 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentarrg

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2024;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi

Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang

. Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2O14 tentang Desa sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor



8 Tahun 2016;

9 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2O16 tentang Kewenangan Desa;

l0 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2l Tahun 2O2O

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan

Permberdayaan Masyarakat Desa;

12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahtrr 2024;

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2O23

tentang Pengelolaan Dana Desa;

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023

tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun

Atggaran 2O24;

16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4

Tahun 2Ol9 tentang Penetapan Kalurahan;

18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8

Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2Ol8

tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi

Keuangan Desa;

20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1l Tahun 2019

. tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa;

2l Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2Ol9

tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan

Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan;



22 .Peratwran Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2O2O

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan

Barang/ Jasa di Kalurahan;

23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023

tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2024;

24 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8O Tahun 2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tlrnai

dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan;

25 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023

tentang Penghasilan dan T\rnjangan Bag

Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

26 Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2099

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa;

26 Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2O22 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

Banjaroyo Tahun 2022-2027 ;

27 Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor l0 Tahun

2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan

Pembangunan Kantor Kalurahan;

2A Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 t.r.;ntang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banjaroyo

Tahun 2O24;

29 Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penyertaan Modal Kalurahan Banjaroyo pada

Badan Usaha Milik Desa Banjaroyo "Binangun Mitra

Menoreh';

30. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 7 Tahlun 2023

tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun

Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO

Dan

LURAH BANJAROYO



MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAROYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjaroyo Tahun Attgg;aran 2O24

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 3.510.202.109,00

2. Belanja Desa Rp 3.374.112.072,00

136.090.037,00

93.909.963,00

230.000.000,o0

Rp (136.090.037,00)

Rp 0,0O

Surpuls/Defisit

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a-b)

Sisa Lebih/(Kurang)

Perhitungan Anggaran

Rp

Rp

Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

l.ampiran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Kalurahn;

b. Daftar Penyertaan Modal;

c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di

sebelumnya.

tahun anggaran

Pasal 1



Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB

Kalurahan.

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menggunakan

anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan

Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi lc"iteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifrkan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa danlatau

permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal te{adi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada

tahun berl'alan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek

belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun be{alan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan meLakukan

perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Ka-lurahan dan

memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 5



Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggprl diundangftan.

Agar setrap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan Banjaroyo.

Ditetapkan di : Banjaroyo

Pada 22 Desember 2023

i,iu

us Cahyo Nugrohojati

Diundangkan di : Banjaroyo

: 22 Desember 2O23
,o

*
I

K
Citra Devi

LEMBARAN hALURAHAN BANJAROYO NOMOR 8 TAHUN 2023

lti:L I

l,l*(iunm

RL

qsa



BERITA ACARA I(ESEPAXATAII BER,SAIA

BAI'AT PMIUSYAWARATA,IS XAI,I'RAE,AIT BAT.'AROYO
DAT

LTIRAII BAtrJAROYO

TE R H ADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KUI.ON PROGO

NOMOR:
NOMOR

OB /t<BIBPK/.?9?5
..lr<BlPw..m3: ..Q$....

TENTANG

AlrGGARAIf PETDAPATAIT DAII BELAITJA KALIIRAHAI|
TAIIUI| AIT(X}ARAIT 2g}4

Pada hari rni, Babu tanggal Ij "la ftt" g bulan
. ..rtqvgrtsl . ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan

Banjaroyo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo

MEI.IYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peratu ran Kalurahan Banjaroyo Kapa.newon Kalibawang Kabupa.ten
Kulon Progo tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2O24

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupa.ten Kulon hogo
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Atggaran 2O24

Demikian Kesepa.katan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo.

A JAROYO
B ARATAN e

AROYO I
I

\
* LURAH BANJAR

S I O NUGROHOJATI

URA

\



LAIiIPIRAN

PEMTURAN KALURAHAN BANJAROYO

NOMOR OE TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDIPATAN DAN BELANJA OESA

Jenis APBDes: DRAFI AWAL

!
t.t.

'1lE!JzE3!1ps

t,itul.sss./r,(l,00

54.829.824.00

9.a29.a24,00

863.611.352,00

863.611.352,00

45.614.?00,00

45-614.700,00

298.546.564,00

16E.870.8M,00

129.675.700,00

74.200.000,00

74.200.000,00

14.400.000,00

5. BELAIIJA

Ilidano Penyelenooaran Pcmeai ntahan Deta

sub Bidang PenyeLnggaraan Belania PenghGilan Tetap, Tunjang.n
dan Operasion.l Pemerlntahan Desa

Penyediaan Pengh6ilan T€{ap dan Tunjangan Kepala Desa

Bdania Pegawai

Penyediaan Penghasilan T€{ap dan Tuniangan Perangkat Desa

Bdanja Pegauai

Penyediaan Jaminan s6iat bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bdania Pegawai

Peoyediaai operasional Perneaint*t Desa (ATK Honorarium PKPKD dan
PPKD, peilengkapan perkantoran, pak

Bdanja Pegawai

Bdanja Barang dan Jasa

Pe.lyediaan Tuniangan BPD

Edanja Pegawai

Panyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengk
apan perkantoran, Pakaian Seragam

Bdanja Barang dan J6a

Peiyediaan Op€.asional Pean€tintah Deca )€ig bersumber dari Dana Des
a

Bdanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Sarana dan Pras.rana Pdnodntah.n lresa

Peiyediaan saraha (6et tetap) perkahtoran/pemerinlahan

Bdanja Modal

Pemdiharaan G edung./Pra6arana Kantor Desa

Belanja Modal

Srb Bidrng Administrasi lcpendudukan, Percatatan SiEl, Statistik
dan Kearsipan

1.1.01

1.1 .o1

1.1.02

1.1 .O2

1.1.03

1.1.03

t.1.M

1.1 .04

1.1.M

't.1.05

1.1.05

1.1.06

5.1

5.1

5.1

5.2

5.1

5.2

5.3

1_1.06

1.1.0E

1.1.0E

1.2.

1.2.O1

1.2.O 1

1.2.O2

1.2.02

'1.3.

14.400.000,00

52.353.000,00

ADD

ADD

ADD

ADD, DLL. PBH

ADO

PBH

DDS

PBH. SLP

52.353.000,00

46.323.dro,00

16.323.600,00

16.323.600,00

30.000.000,00

30.000.000, or)

7.i00.000,00

SLP

SUMAERDANAANGGARAN
(Rp)

KOOE

REXENING
URAIAN

4 53'|

180.5(m.000,00

3.317.648.159,00

1 2.053.950, {X}

PENDAPATAN

P€ndapatan Asli Desa

Pendapatan Transfea

Pendapatan Lair}.lain

3.510.202.1m,00JUXLAH PENDAPATAN

E@!ElEEnlElEI12101/2024510 29AM Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERI}ITAH KALURAHAN BANJAROYO

IAHUN ANGGARAN 202,t

1.

4.'t.

1.2.

4.3.



'i.3.02

1-3.02

't-3.05

1.3.05

l.il.

1.4.0 t

1.1_O1

't.4_o2

1.1.02

1.4.03

1.,t.03

1-,1.05

f.il.05

1.4.07

1.1.O7

1.,t.08

t-4.m

1.5.

1.5.02

1.5.O2

1.5.02

't.5.06

1.5-06

2

L|.
2.1.O1

2.1-O1

2.1.O1

2.1.O7

2.1.07

2.'t.07

z2,

2_2.02

2.2.02

2.2.U

Peny]€unan/PerdataairPernutaldian Prcfil Desa (profil kopendudukan da
h potensi desa)"

Bdania Barang dan J6a

Pem€*aan dan Analisis Ke{riskinan D€sa secata Partisipatif

Bdanja Barahg dan J6a

Sub Bidang Tat. t r.ja Pemerintahan, Petencanaan Keuangan dan
Pd4oran

Penyelenggaraan Musyawardr Perencanaan DosdPetrbahasan APB Des
a (Musd€s Mu.srenbangdes/Pra.Musr€nbang

Bdania Barang dan J6a

Peiyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (mu6dus rembug warga dan I

ain-lain yarg bersifd non-reguler

Bdania Baraog dan Jasa

P€nyusunan Dolomen P€r6ncanaan Desa (RPJMDeG/RKPD€S dan lain-lai
n)

Bdanja Barang dan Jasa

Perlgelolaan/Administrasi/ln,rentarisasilPenilaian Aset Desa

Bdanja Barang dan Jasa

Pqlln sunan Lapqan Kepala De6arPenydeiggaraan Petnerintahan Desa (
Iapo.an akhir tahuh anggean, lapo

Bdanja Barang dan Jasa

Pengembangan Sisterh lnfqmasi Desa

Bdanja Ba.6ng dan J6a

Sub Bldang Prrtarahan

Adminisbasi Pertanahah (Pendaftaran Tanah dah Psmbedan Reglslrasi Ag
erda Pertanahan)

Bdania Barang dan Jasa

Bdahja Modal

Administ6i Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bdania Barang dan J6a

[tadano Peld(€anaan Pembanounan Desa

sub Bidarg Pendldikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKi'/TPQ/Madrasah Non-Fcmd Milik De
sal' (Bartuan Hono. Pengaiar Pakaian

Bdania Pegawai

Bdaria Barang dan Jsa

Pembangunan/Rehabilit6i/Feningkatan Sarana Prasarana PerPustakaan/
Taman Bacaan D6a/ Sanggar Bdaja

Bdanja Barang dan Jssa

Bdania Modal

sub Bldang Kesehatan

Penyelehggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas lbu Hamil, Kdas
Lansia, lnsentif Kader Po€yandu)

Bdanja Barang dan Jasa

Peiyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

DDS

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

2.350.000,00

4.750.000,00

,1.750.000,00

9t,280.000,00

DDS

5.400.000,00 DDS

5.2

5.3

5.2

5.400.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

27.330.000,00

334.539.200,00

5.025.000.00

27.330_000,00

5.200.000,00

5.200-000,00

750.000,00

750.000,00

3.500.000.00

3.s00.000,00

5,{.519.801,00

52.519.801.00

23.280.000,00

29.239.801,00

2.000.000,00

2.000.000,00

l 519./t33.630.00

t,17.296-6E0,00

114.386.280,00

3.986.280,00

110.400.000,00

32.910.400,00

600.000,00

32.310.400,00

34507it.200,00

334.539.200,00

DDS

DDS

PBH

PBH

oos

PBH, SLP

PBH

DDS

DDS

DDS

5.1

5.2

5.2.

5.3.

5.2

SUiTBERDANAAI{GGARAN

{Rp)
INAAl.KOOE

REKENIN6

513I 2

210112024 5:10'-29 AM

DDS

Halaman 2Printed by Siskeudes

2.350.000,00

5.2.



2.2.U

2.2.06

2.2.n4

2.3.

2.3.10

2.3.10

2.3-10

2.3.12

2.3.12

2.3.12

2.3.'t1

2.3.11

2.4.

2.1.O'l

2.1.O1

2.4.

2.E-03

2.8.03

!
5.1.

3.1.02

3.1.02

3.r.03

3.1.03

3.1.05

3.1-05

3.2.

3.2.01

3.2.O1

3.2.O3

3.2.03

3.3.

3.3.01

3.3.01

3-3-06

3.3.06

Bdanja Barang dan Jasa

Peng6uhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Bdanja Barang dan Ja6a

sub Bid.ng P.kerjaen Umum d.n Pen t .n Ruang

Pembangu[dy'Rehebititasi/Peningkatan/Pengerasan Jalah Desa *

Bdanja Barang dan Jasa

Bdania Modal

Pernbangunan lehabilitasi/Penilgkatah,/Penger6an Jdan Usaha Tani *

Edania Baang dan Jasa

Bd€nia Modal

PernbangunadRehabilit6i/Penihgkatan Prasarana Jalan Desa (Goron$go
rmg, Selokan Bo)dslab Culvert,

Bdanja Modal

Sub Bldang Kawasan P.rmukimar

Oukungan pelaksanaan program Pembanguna./Rehab Rumah Tidak Laya
k Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validd

Bdahia Modal

Sub Bld.ng Pa.iwilata

Pengernbangan Pariv,isata Tingkal DesE

Bda.{a Barang dan Jasa

ELdano P.mbinaan Keoasearakata'

sub Bidang K€lorildaman Ketediban Umum dan Pelirdung.n
llasy3rakat

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tonaga KeamanarrKdeltiban oleh
Peme.intah D6a {Saiinmas desa)

Bdania Barang dan Jasa

Koqdin6i Pemtinaan K€tentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarak
at (dengan m6yarakavinstan6i p

Bdanja Barang dan Jasa

Peoyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Bdania Barang dan J6a

Sub [lidang Kebuday..n dafl Keagmaan

Pemtinaan Group K€oenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Bdania Barang dan Ja6a

Peoyelenggaraeh Festival Kesenian AddlKebudayaan dan Keagamaan (p
erayaan hari kemerdekaan hari besa

Bdania Barang dan J6a

Sub Bidang Kepomud.an dan Olah Raga

Peigiriman Kdltingo'I Kepemudaan dan Olah Raga sebagai w*il Desa di
lingkat Kecamatan dan Kabupaterv

Bdanja Barang dan J6a

Pembinaan Karahg Taruna/Klub Kepemudaan/Klub olah raga

Bdanja Barang dan J6a ,

5.025.000,00

5.510.000,00

5.s10.000,00

955.80t,800,00

354.553.,t00,00

1 .000.000,00

353_553.400,00

359.554.800.00

5.300.000,00

s54.254.800,00

241.693.600,00

241.693.600,00

r2.053-950,00

12.053.950,00

12.053. S50,00

59.207.000,{x,

59.207.000,00

53.207.000.00

2t5.615.000.00

40.695.000,00

18_615.000,00

18.6 1 5.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

13.880.000,00

13.880.000,00

125.05{t.000,00

't't 7.750.000,00

117.750.000.00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.630-000,00

4.750.000,00

,{-750.000,00

2.880.000,00

2.880.0m,00

DDS

DDS

DDS

ODS. PBP

DLL

DDS

DDS, PBH

DDS

DDS

DDS

SDD

DDS

At{GGARAN
(Rp)

KODE

REKENING
INAtl'

1I 2 3

@t 1 2 t a1 12024 s: 1 ot29 AM

5.2.

5.2.

5.2.

5.3.

5.2.

5.3.

5.3.

5.3.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

DDS

SUt*BERDANA
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KODE

REKENII{G
URAIAII At{GGARAN

(Rp)
SUiIBERDANA

t 2 3 1 5

3.,t.

3.1.02

3.4.O2

3.4.03

3.4.03

3.4.O4

3.1.U

!
1.2.

4.2.05

il.2.05

4.3.

4.3.O2

1.3.O2

1/.

4.4.O1

4.1.O'l

5

5.t.

5.1.00

5.1.00

5.2.

5,2,00

5.2.00

5.3.

5.3.00

5.3.00

5.2

5.2

6-

Sub Bidang Kclcn6ag?En lafyarakaf.

Pembinaar LXlvlDiLPMil-PMD

Bdanja Baang dan J6a

Pell|tinaan PKK

Bdania Barang dan J6a

Pdatihan Pe.nbinaa[ Lembaga K€m6yarakatan

Bdar{a Bararg dan Jasa

Elid.no Pembcrd.vaan f, cv.rakat

Sub Bidrng P.rtanian dan Pct.rnakan

Pda$han/Bimtek/Peqenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pde.
nd(an *

Bdaria Barang dan Jasa

Sub ltidaig Peningkatan Kaparltas Aparatur Desa

Peningkatan kapasitG Perangkat D€sa

Bdania Barang dan Jasa

$rb Bidang Pemberdayaan Perempuan Pc irdungan Anak dan
Keluarga

Pdaiihah,/PetlyrJluhah Perhbedayaah Perempuah

Bdanja Barang dan J6a

Btdano Penanoqulanoan Bcircan& Irarurat. dsn t$endcsak Dese

Sub Bldang Pen.nggulangan Eencara

Penanggulangan Beocana

Bdanja Tijak Terdlga

Sub Bidang Keadaan Daru6t

Keadaan Daruiat

Bdahja Tftlak Terdwa

Sub Bldang Keadaan f,end€sak

Keadaan Mendesak

Bdahja Tidak T6dWa

52.2,10.000, (xl

'1 0. 1 00.00 0.00

10.100.000,00

12.650.000,00

12.650.m0,00

29.490.000,00

29.490.000.00

28-950.000,(x)

20-040-000,00

20.040.000,00

20.040.000,00

2.030.000,00

2.030.000,00

2.030.000,00

6.88{!.000,00

6.880.000,00

6-880.000,00

38.33.t.601 .l)0

l&!B.t.6lrl,fi,

18.934.601,00

18.934.601.00

5.000.000,00

5.000.000.00

5.000.000,00

lia./t00.000,00

14.400.000,00

1,{.400.000,00

DDS

DDS

DDS

DDS

P8H

DDS

ADD, DDS, PBH,

oDs

DDS

JUMLAH BELANJA 3.3?,t-l t2.072,0O

SURPLUS / (DEFTSTT) 136.090.037,00

PEf,BIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeiuaran Pembiayaan

93.909.963,00

2s0.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO (136-090.037,00)

Printecl by Sisleudes 2n112O24 5:10:29 AM

5.2.

5.2.

5.2.

5.4.

5.4.

5.4.
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON KALIBAWANG

Hm 0''l 00 otl tth tul 2 0a,,: fi a{n 0fr 0m dtll Jl
Alamat : Jl. Sentolo-Klangon Km 22, Kalibarvang, Kulon Progo Telp : (027/tl 2821192
WebsiG : https:rrkalibawang.kulonprogokab go.id, Email : !4!!!g!EEgGDEg!9!pI9g9!3!.99j!!

KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
KABUPATEN KULONPROGO
Nomor : 84 / KPTS I Xll I 2023

TENTANG
HASI L EVALUASI RA NCA NGAN PERATURAN i(A LiJRAHAN BA ITIJAROYO IGPANEWON

KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU KALIBAWANG

Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor

103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Panewu

melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan ketenluan Pasal ',l0 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan

Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, ditetapkan dengan

Keputusan Panewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Jogjakarta sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentan Penetapan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-

Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tehun

2023 tentan Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 menjadi Undang-Undang ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Bedakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah lstimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Fahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa;

f
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KETIGA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Produk Hukum Di Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun

2021;

9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Produk Hukum Di Desa;

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan.. Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan;

1't. Peraluran Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;

12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 3241A12020 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 2741C12022;

13. lnstruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi

Sistem Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Anggaran

Pendanalan dan Bdanja Kalurahan Tahun An ggaran 2024 sen4aimana lercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan da Keputusan ini.

Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan

Banjaroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja

terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pad

: Kalibawang
: 'l I Desember 2023

AHK
Kalibawang

*
.T.P M

a\ N
bina Tk.l, lv/b

70628 1996',t2 ',t OO1

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

'l . lnspeKur Daerah Kabupaten Kulon Progo.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kulon Progo.

G
KAPAN
KALI

DIYA

Menetapkan :

PERTAMA :



LFIMPIRAN KEPIJTUSAN PANIEWTJ KALIBAVYANG

NoMOR : 84 / KPTS tri.,'],l 202:l
TEiNTANG
HASIL EVALUI\SI RANCANIGAN PERA.]1'URAN KALI.JRAHAN

BIINJAROYO KAPANEWON K\LIBAWANG T,ENTANG ANCIGARAN

PTiNDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAI\I TAHUN ANCIGARAN

2024

HAS,IL EVALUASII RANCANGIIN PERATURIIN KALURAHAN BANJARO'TO KAPANEIAION KALIBAVIIANG TENTAiIG ANGGAR/\N PENDAPI\TAN
D/[N BELANJ,I KALURAH,IN TAHUN AIITGGARAN 2024

Keseriuaian
Alat V€rrifikasi Keteran(lanNo Asp,e17 llorronetn Periksa

1 Aspek Administrasi dan Legalitas
Apakah semrta dokumen evaluasi telah
diterima dari ralurahan se(:ara lengkap
Apakah pengajuan Rancangan Perkal t€intan
APB Kalurahiln atau Ranctngan Perkal
tentang Peruliahan APB K,ilurahan dilaltukan
tepat waktu

Apakah BPKrll telah menydpakati Rancangan
Perkal tentang APBKalurallan/ Rancangan
Perkal tentang Perubaham APBKalurah,hn

Keputusan hasil Musyawarah B[lKal erdasiirkan aturan, 3 hari setelah
isepakati bersama. PerKal tentang
PBKaI harus diajukan kepada

Tidak

1 1

1.2
ente,ng Pembaharlan dan

Penyr!psk2lsn PerKal tentang
PBI(aUPerubahan APBKaI atau Bupati

Beritet Acara Kesepakatan Bers€lma tau panewu untuk (lievaluasi
ntanl BPKaI dan l.urah

Kepu{usan hasil Musyawarah BfrKal
Pemtrahasan dan 15enyepakatarl
PerKal tentang AP BKal/Perubahan

1.3

PBFial atau Beritei Acara
Keselrakatan Bersiima antara B PKal
an Lurah

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan L6igalitas:
Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang tentiing Anggarart Pendapatarl dan Belanja Kalurahan Tahun Anggara

Ya

X

024 telah memenuhi aspek admiriistrasi dan legalitas-

X

X



2
2.1
2.1 .1

2.1 .2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3

X

X

X

X

X

x

X

pek Kebijakan dan Struktur APB Kal/F'erubahan AFrBKal

Umum
pakah Ran(:angan Perdes tentang
PBKaI/Perubahan APB Kalurahan disusun
erdasarkan RKP Kalurahatn/RKP Kalu ra han
erubahan tahun berkenaan
pakah penempatan Pos pendapatan telah
esuai dengan peraturan ['erundang-
ndangan
endapatan
pakah estinrasi pendapatan rasional dan
ealistis
pakah estinrasi pendapatan Kaluraharr yang
ersumber diari Pendapatan Asli Kalurahan
sional dan realistis, serta didapatkan liecara

egal dan telarh diatur dalarn
eraturan Kalurahan
pakah estimasi pendapa;an Kalurahan yang
rsumber dpri Dana Transfer rasional rlan

alistis
Belanja

kah penempatan pos l3elanja telah rsesuai
engan peraturan Perundtlng- undangan

emua kegiqtan Belanja K.alurahan telah
suai dengaln Kewenangan Kalurahan

pakah ada program / kegiatan yang
ilakukan lebih dari 1 (satu) tahun
nggaran (rnultiyears)

Peraturan Kalurahan tentang RK P

Kalur{rhan lahun 2\122

eraturan Kaluraharn tentang
engelolaan Kekay'aan Kalurahan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nonto l 1

ahun 2019 tentang Daftar Kewenangan
l3erdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Eerskala Desa
idak ada program / kegiatan yang

ilaksanakan lebih dari 1 (satu)
hun anggaran (mLrltiyears)



2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.4

X

X

X

X

x

pakah belanja Kalurahan yang ditetapl<an Besaran belanja k.alurahan untu

alam APB hi.alurahan pallng banyak 30%
ipergunakan untuk:
. Penghasilan tetap dan tunjangan lura

dan pamong kalurahtrn;
. Tunjangan BPKaI;
. Operasironal BPKal.

enghasilan tetap dan tunjanga
urah dan pamong kalurahtrn

1 X unjan$an & Operasional BPI(a
enca6rai 31 ,62 o/o.

iltap, tunjangan dan operasional lurah, Peraturan Bupati No. 6'1 Tahun 201

mong kalurahan dan dfln Perangkat entang Penghasilan, Tunjangan dan

Kalurahan sqrsuai yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati.

Penghargaan Purna Tugas Bag
paratu r Penyelengga

Pemerintahan kalutahan

saran Tuniangan dan Operasional unrtuk Kepulusan Bupati Kulon Progo No
nggota BP[) dianggarkan sesuai yang 241 Al2o19 Tentang Besaran

itetapkan dalam peraturan Bupati enghargaan Purna Tugas Lurarh dan
Pamong Kalurahan, Tunjangan

ng gota Badan Permusyawaratifl n

Kaluftrhan dan Horxorarium Unsur
Pembantu Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan.

okasi belanja dengan oqtput yang akan
hasilkan logis karena tehlh
emperhiturlgkan tingkat l(emahalan darn

Peraturan Bupati No. 43 Tahun 11023

entang Standar Harga Barang dan
asa 'Iahun Anggaqn 2024

eografis (Standar Harga)

Pembiayaan
.4.1 embiayaan telah

esuai dengarn peraturan Perundang-
ndangan

4.2 pakah ada pos pengeluaran pembiayaan
ntuk pembq:ntukan Dana Cadangan

a pos pengeluaran pembiayaan untuk
bentukan dana ca(rangan di

nggaran pendapatan dan belanja
urahan tahun 2024 Febesar Rp

180.000.000,00

Apakah penempatan pos



X

X

X

4.3 pakah Pembentukan Dana Cadangan telah raturan Kalurahan Nomor '10 Tahun ngaturan tentang pembentukan dana

itetapkan dengan Peraturan Kalurahan 22 lentang Pembentukan Dana angan di Anggaran Pendapatan Dan

adangan Pembangunan Kantor anja Kalurahan Tahun 2024
lurahan

pakah ada pos pengeluaran pembiayaan raturan Kalurahan Nomor 6 Tahun

ntuk penyertaan modal pada BUMDeS 023 tentang Penyertaan Modal
lurahan Banjaroyo pada Badan Usaha

ilik Eresa Banjaroyo " Binangun Mitra
enoreh"

.4.5 pakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Kalurahan tentang
Pembentukan BUMDeS dan hasillah sesuai rlengan peraturan perundang-

ndangan dan ditetapkan melalui Peraturan nalisa kelayakan usaha
lurahan dan memenuhi nilai kelayakan

saha

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentarrg Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TahLln Anggaran

024 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebilakan dan StrukturAPB Kalurahan karena:
. Pada konsideran Mengingat, atumn belum sesuai dengan penulisan peraturan perundang-undangan untuk diubah yaitu, angka 37 dan angka 38 yang

berbunyi:
37. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337lCl2O22lenlang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana

Pengelola Keuangan Kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan;

38. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 2281C12023 tentang lnsentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam

Kewenangan Kalurahan;

. Pada konsideran Mengingat, aturan yang telah mengalami perubahan untuk diubah yaitu pada angka 3, angka 4, dan angka 5 yang berbunyi:

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentan

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentan Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo|t Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka MenghadapiAncaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 lahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan.

1

2.4.4 Penyertaan Modal pada lahun 2024
sebesar Rp. 50.000.000,00



Pada konsideran Mengingat ditarnbahkan angkra baru dan diletakan sesuai dengan hierarki penulisan peraturan perundang-undangan yaitu :

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang /\nggaran Penclapatan dan Belanja Negara l-ahun Angga.an 2024.

Pada Rekening Pendapatan untul( ditambahkan pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yaitu:

a. Bagi hasil dari penyertaan modal kalurahan, dimasukan dalam Pendapatan Asli Kalural'ran - Hasil Baclan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Kode

Rekening 4.1 .1 .90)

b. Bagi hasil dari modal bersama masyarakat yang dikelola oleh Kalurahan, dimasukan dalam Penclapatan Lain-Lain- Penerimaan dari Hasil

Kerjasama Antar Kalurahan (Kode Rekening 4.3.1.01)

Besaran belanja kalurahan untukl Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Dan Pamong Kalurahan, Tunjangan, dan Operasional BPKaI melebihi

alokasi maksimal 30 % yaitu mencapai 31,62 ol,. Kami merekomendasikan Kalurahan agar melakukan rekomposisi anggaran dan / atau melakukan

inovasi/intensifikasi kegiatan yantg dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan sehingga di masa mendatang komposisi belanja lersebut tidak

melebihi 30%.

Untuk:

a. Kegiatan 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;

b. Kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;

c. Kegiatan 2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;

kami merekomendasikan untuk rnenambahkan keterangan tentang volume pekerjaan untuk rabat betorr, pembangunan talud, dan pembangunan

drainase dan memperhatikan ketentuan Standar Nasional lndonesia (SNl) Perhitungan Bahan Kontruksi Tahun 2016 dalam penganggaran belanja

material kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

1 Desember 2023
ibawang

t!-
o-

*

RI .T.P. M.En
bina Tk.l. l'//b

KALIBA
KAPAN

NtP. 19770628 1996'12 1 001

d


